ACEH JAYA TUNTASKAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP Il TAHUN 2022

Dok Pribadi
Kadis DPMPKB Aceh Jaya Salbiah
Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - 172 desa yang ada di sembilan kecamatan
yang ada di Aceh Jaya telah menyelesaikan pencairan dana desa tahap 11 tahun anggaran
2022. Hal itu disampaikan Kepala DPMPKB Aceh Jaya Salbiah saat dikonfirmasi
Serambinews.com, Jumat (15/7/2022) melalui sambungan telpon.

Dirinya menjelaskan jika, pencairan tahap dua seharusnya sudah selesai dilakukan
pada awal Juli 2022 namun terkendala lantaran ada satu desa yang tidak mampu
melengkapi persyaratan pencairan. "Kemarin seharusnya lebih cepat dari ini, cuma ada
satu desa yang terkendala bahan untuk pencairan,” terangnya.

la menambahkan, saat ini sendiri Pemkab Aceh Jaya melalui DPMPKB tengah
melakukan pendampingan kepada desa untuk pencairan tahap terakhir atau ke 111. "Tahap
ke 111 sedang kita upayakan agar dapat cepat dan tepat target seperti yang sudah kita
rencana,” imbuhnya. "Kita lagi persiapkan desa untuk melakukan pencairan tahap ke IlI,
kita dampingi biar semua berjalan dan realisasi pembangunan meningkat,"” tutup Salbiah.

Sumber Berita:

https://aceh.tribunnews.com/2022/07/15/aceh-jaya-tuntaskan-pencairan-dana-desa-
tahap-ii-tahun-2022, Jumat, 15 Juli 2022.
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Catatan:
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
a. Pasal 71
1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dak kewajiban Desa.
2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pasal 72

1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber
dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan
penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang

Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:
a. Pasal 1 angka 33
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Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a) penganggaran;
b) pengalokasian;
c) penyaluran;
d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
€) penggunaan;
f) pemantauan dan evaluasi; dan

g) sanksi
c. Pasal 19

1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa
mandiri disalurkan dengan ketentuan:
a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1} huruf a atau Pasal 18 ayat (3} huruf a untuk Desa berstatus Desa
mandiri;

melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas} bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022,;
melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
tiap-tiap bulannya;

menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas
dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:

1.

Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan
keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
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2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam;

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan
kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan
pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara.

3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil
perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam
dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dapat disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.

6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan
kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran 2023.

d. Pasal 22
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1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa
mandiri disalurkan dengan ketentuan:
a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
1. peraturan Desa mengenai APBDes;
2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali
kota; dan

b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa
menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan.

2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16
Desember 2022.

3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja
berikutnya.
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4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan
kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Desa tahap | tahun anggaran 2023.

5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
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